SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 82 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Probolinggo Nomor : 82 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pertanggungjawaban dan

Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Kesehatan Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017
tentang Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;



Menetapkan

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun  Anggaran 2020 dalam rangka  Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal berskala Desa;

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan
Pertanggungjawaban dan Besaran Dana Desa di Kabupaten

Probolinggo Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 82 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN BESARAN DANA DESA DI
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 82 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban

dan Besaran Dana Desa, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas

Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan

Dana Desa ke Rekening Kas Desa.



(3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

berdasarkan Surat Kuasa pemindahbukuan dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. Tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni

sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa

dengan rincian :

1.

40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan

kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan

bulan kelima.

b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dari

pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :

1.

40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan

bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan

. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh paling cepat

bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan

berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.

c. Tahap IIl paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) dari

pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :

1.

20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan

bulan kedua belas paling cepat bulan juni;

. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan

bulan kedua belas paling cepat bulan november untuk bulan kedua

belas.

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa

berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dari

pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :



1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh paling cepat bulan Januari;

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan
paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua
sampai dengan bulan ketujuh.

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap

Desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai
dengan bulan kedua belas paling cepat bulan agustus untuk bulan
kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas serta paling cepat
akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Status Desa
hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa

dalam Indeks Desa Membangun.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
dan ayat (5) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK
fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan :

a. Tahap I sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4)
huruf a angka 1 berupa :
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa Mengenai APBDesa;
3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II sebesar 40% sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) hurufb
angka 1 berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun

Anggaran sebelumnya;



2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
tahap [ yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat
BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak
terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari
a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD;
b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2019.

c. Tahap IIl sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%
(tuyjuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah
disalurkan;

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran
sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan
dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan :

a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :

1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian
Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;

3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya;



(3)

(4)
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2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%
(lima puluh persen) dan rata-rata realisasi capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana
Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya;

4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal
dari :

a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD;
b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b penyaluran Dana Desa tahap II Tahun
Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan
Kepala Desa Penerima Manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau
tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
Dalam hal dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati mengenai tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2) juga
ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai
perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa.
Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat kuasa pemindahbukuan
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan
ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada
saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.



(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume
keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum
memenuhi kebutuhan imput data, Bupati menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Dokumen  persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana Dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)
atau dokumen fisik (hardcopy).

(12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan
dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (OMSPAN).

3. Diantara ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni
Pasal 10 A dan Pasal 10 B, sehingga harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 10A
(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai

dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a

angka 2, disalurkan dengan ketentuan :

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua  belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima
untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan

sebelumnya.
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Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLTDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan
bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai
dengan bulan kedua belas masing masing bulan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi
jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling
lambat tanggal 31 Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau
hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
berkenaan.

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa
disalurkan tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan
Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31
Desember.

Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak
dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan
kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan
setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

BLT Desa bulan sebelumnya.
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Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang di
tandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)
atau dokumen fisik (hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah
dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 10 B

Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT

Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh disalurkan dengan

ketentuan:

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh
untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai

dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai

dengan bulan kedua belas masing masing bulan disalurkan setelah Bupati
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya.

Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
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Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa,
dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran tahap I pertama kali.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c
angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum
memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan Surat Pengantar yang
ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy)
atau dokumen fisik (hardcopy).

Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah
dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan

dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Ketentuan Pasal 11 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1)

Pasal 11
Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara
lengkap dan benar dengan ketentuan :
a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;

b. Tahap II berupa :



(2)
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1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dan Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD
antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah
disalurkan;

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran sebelumnya.

Dalam rangka penyampaian dokumen  persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara
lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun

anggaran sebelumnya;



(3)

(4)
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4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLTDesa;

5. Dberita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah
Desa.

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa  Tahun
Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b,
penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen
persayaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau
tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1
serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara
pengadaan dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan
perubahan table referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni

Pasal 11 A, Pasal 11 B dan Pasal 11 C, sehingga harus dibaca sebagai berikut :

(1)

Pasal 11 A
Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, dengan ketentuan :
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) huruf a
dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap
bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran

Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati;



(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)
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b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima
masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai

dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A

ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai

dengan bulan keduabelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (3)

masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Bupati.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga

bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 A ayat (8), Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan

Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan

Desember.

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4).

Pasal 11 B
Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa
mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B ayat (1) Kepala Desa memenuhi

ketentuan :



(2)

(3)
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a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A ayat (2) hurufa
dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap
bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLTDesa bulan kesatu;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh
masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan
data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
kepada Bupati.

Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLTDesa bulan kedelapan sampai

dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A

ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
sebelumnya kepada Bupati.

Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri

kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil
pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan

Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu

ketiga bulan Desember.

Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2).

Pasal 11 C

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A ayat (1) dan ayat (2)
dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A dan
Pasal 11 B sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Mei 2021
BUPATI PROBOLINGGO
ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 38 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

PembBina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025
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